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Y
PERATURAN WALIKO]@Lﬁ(Aé&QdI

NOMOR 24 TANUN/2009 ®3Q
o
S

POLA TATA KELOLAQR @ SAKIT UM DAERAH (RSUD)
R. SYAMSUDIN, S.H. KABWYMI SEBAGAI SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH ME KAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGARQ@?AN AN UMUM DAERAH

@(OTA SUKABUMI,
%ahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

@ 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka
perlu ditetapkan pola tata kelola Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota
Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan
Walikota Sukabumi;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal  14n Agustus  1950)
sebagaimana telah digbkah\ dengan Undang-
Undang Nomor 13—~ 1954 tentang
Pengubahan Undan —@1 r 16 dan 17

ardy N Republik

Tahun 1950 ( S

Indonesia Ta N {40, Tambahan
Lembaran NegaraxRepubli donesia Nomor
551); @

Undan ng 0@8 Tahun 1974 tentang
Pokok- k K aian (Lembaran Negara
Re Indokgsia Tahun 1974 Nomor 55,

embaran  Negara  Republik

n
Q?@esia or 3041) sebagaimana telah

ah n Undang-undang Nomor 43

@P. hun tentang Perubahan Atas Undang-

nda@l}lomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
po Kepegawaian  (Lembaran  Negara

ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
bahan  Lembaran Negara  Republik
onesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
43,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia 3821);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

6. Undang-Undang Nomo hun 2004 tentang
Perbendaharaan Negars mbaran Negara

Republik Indonesia n Nomor 5,

Tambahan  Le Ne Republik
Indonesia No <
7. Undang-Un omo@ Tahun 2004 tentang

Praktik ~Kedokteran Lembaran Negara
j onesi @Jn 2004 Nomor 116,

n  Negara Republik

g Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Daerah (Lembaran Negara
donesia Tahun 2004 Nomor 125,
Lembaran  Negara  Republik
‘;é} Nomor 4437) sebagaimana telah
¢perapa kali diubah terakhir dengan Undang-
@}o ang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
Q 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang ...............
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10.

11.

12.

1

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomo ahun 2009 tentang
Kesehatan = (Lembaran gara  Republik

Indonesia Tahun OMO Tambahan
Lembaran Negarg blik I:@ésia Nomor
5063); <

Undang-Un omo Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Le Negara Republik
Indone hun omor 153, Tambahan
Lemba ega %ublik Indonesia Nomor
507‘

Z ng Jalb&Bh Fungsional Pegawai Negeri Sipil

1 turan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara

994 or 22, Tambahan Lembaran Negara
Re Indonesia Nomor 3547);

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

16. Peraturan ..............



Memperhatikan@

16.

19.

&

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Presiden 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabats gsional Pegawai

Negeri Sipil; Q @
. Peraturan D ata i Nomor 2

Tahun 2008( tentayg Urusayy/Pemerintah Kota
Sukabumi ( an rah Kota Sukabumi

Tahun 2008 Nomor 2);
Perat @er %ia Sukabumi Nomor 6
Ta 08 te Pembentukan dan Susunan
si Pegxangkat Daerah Kota Sukabumi
€ aranah Kota Sukabumi Tahun 2008

€0

Menteri Keuangan Nomor
.02/2006 tentang Kewenangan
gpadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
um;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Keputusan =~ Menteri  Kesehatan =~ Nomor
703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa pada
Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum di Lingkungan
Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN .....ccccccvvevenene




Menetapkan

&

e

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SEBAGAI = SATUAN
DAERAH YANG
PENGELOLAAN

SH N
T

&

Dal e Rerdtur ota ini yang dimaksud dengan :

@erab a(@ Kota Sukabumi.

@@

3.

Pe @ ahan Daerah adalah penyelenggaraan
say”pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

engan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

? D menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.’



&
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Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.
yang selanjutnya disingkat RSUD R. Syamsudin,
S.H. adalah satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD).

Pola Tata Kelola RSUD R %dm, S.H. adalah
pedoman dasar yang d

'@1 seba cuan untuk
merencanakan, T = /

dan
menyelenggarakap

€giatan sesuai
udin, S.H
@amsudin, S.H. yang

ngawas adalah organ
an pengawasan dan
pengelolaan RSUD R.

irektur RSUD R. Syamsudin, S.H.

z terdiri dari :

ite Medik adalah kelompok tenaga medis
g bertugas membantu Direktur dalam

Q pengelolaan profesional yang kepengurusannya

adalah dipilih dari staf medis fungsional RSUD
R. Syamsudin, S.H. dan pembentukannya
ditetapkan oleh Direktur

b. Komite Keperawatan adalah kelompok Perawat
yang bertugas membantu Direktur dalam
pengelolaan profesional yang kepengurusannya
dipilih dari perawat fungsional yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur.

c. Komite ..............
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c. Komite Farmakotherapi adalah kelompok
profesi terkait yang bertugas membantu
Direktur dalam memberi saran kepada staf
medik dan administrasi mengenai masalah yang
berkaitan dengan penggunaan obat-obatan,
menyusun formularium, kebijakan penggunaan
antibiotika, mendefinisika tegori obat-obatan

Q Syamsudin, S.H.,

i asi farmasi
dalam mengembargka da@engevalua\si
kebijakan, tatgte serta &n penggunaan
obat-obatan( di RSUD. Rsudin, S.H.,,
melakukan g tilization review,
mengumpulkan, m laporan  efek
samping «ba, d @embangkan program

) m

edik dan perawatan.

e
9. Staf\y Sé'%kf : dalah kelompok dokter dan

erja di Instalasi dalam jabatan
rtanggung jawab kepada Ketua

@af 9@ atan Fungsional adalah kelompok
¢
;
taf fungsional non medis dan non keperawatan
@ adalah kelompok profesi non dokter dan non

Bidan yang bekerja di Instalasi dalam
fungsional dan bertanggung jawab kepada
omite Keperawatan.

—

perawat yang menyelenggarakan profesinya dalam
jabatan fungsional di Instalasi di RSUD R.
Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, yaitu tenaga
kefarmasian, tenaga  kesehatan  masyarakat,
fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, analis
laboratorium, penata rontgen, tenaga elektro medik,
refraksionis, tenaga perekam medik, tenaga profesi
gizi dan penata anastesi.

12.Satuan ................



12. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah kelompok
fungsional yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya
RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang
ditetapkan oleh Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H.
Kota Sukabumi

13. Jabatan Fungsional
menunjukkan tugas, tag

dudukan yang
wewenang
1, Neg ipil dalam

dan hak seseorang v
suatu satuan orga i@amg pelaksanaan
tugasnya didagatkanNpada mn dan atau
keterampilan tertentu @

OQ @1
@ Q@ Pasal 2
@Jsi RSi. Syamsudin, S.H. “MENJADI RUMAH
SAK %

AERAH DENGAN KEUNGGULAN
LOGY, SURGERY, DAN PENDIDIKAN".

& (@alam mencapai visi sebagaimana dimaksud pada

yat (1), RSUD R. Syamsudin, S.H. mempunyai misi

@ a. menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu
seluruh pelayanan secara berkesinambungan
berbasis kompetensi;

mengembangkan fasilitas unggulan pelayanan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran medikolegal berbasis
penelitian;

=)

c. menvelenggarakan ................




C.
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menyelenggarakan layanan sosial kesehatan
yang bermutu tinggi.

(3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) RSUD R.

Syamsudin, S.H. menyelenggrakan tugas pokok

sebagai berikut :

a.

penyelenggaraan jas an l@al yang baik

meliputi :
ORI

1. good corofate gpvernance\gddlah serangkaian

kegiatan an enerapkan  kaidah
praktek bisnis se ang dikelola secara
pro 1 ta cari keuntungan yang
eh besa ar tetap dapat menutupi

d ope nal dan investasi jangka

ek; %

<:'ggood cl governance, adalah serangkaian

% untuk meminimalisasi resiko klinis
fng nungkin akan membahayakan pasien
pengunjung yang dilakukan secara
stematis melalui pendekatan integrated

<§%€linical pathways berbasis evidance based

managermnier.

menyelenggarakan  peningkatan pelayanan
prima untuk pelayanan terbaik, dan
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan khususnya di Daerah dan Wilayah
Bogor umumnya di Provinsi Jawa Barat, melalui
peningkatan mutu profesionalisme dan etika
profesi serta peningkatan keterjangkauan.
Kegiatan ini bertujuan agar RSUD R.
Syamsudin, S.H. menjadi pemuka dan pemandu
dalam pelayanan;

c. meningkatkan .......c..........




b.
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meningkatkan kerjasama strategis yang saling
menguntungkan dengan perorangan, institusi
ataupun badan usaha yang berkaitan dengan
kesehatan dan kedokteran, pendidikan dan
penelitian kesehatan dan kedokteran lembaga

pendidikan/universitas, dan dengan
mengaspirasikan pengejaywantahan paradigma
sehat pada pelayanan . R. Syamsudin,
SH., serta dengan omosikan pola
Jamkesmas pada si em j@n RSUD. R.

Syamsudin, S.H.
O
@B 111 ?é

STRAT@N K@AN STRATEGI
© @
&
1

{E@mapa' juan RSUD R. Syamsudin, S.H.
3 bumj ah :

pelayanan dengan
pelayanan kesehatan

profesional dan terlatih serta kelengkapan sarana
penunjang untuk semua SMF yang diprioritaskan
sesuai dengan kebutuhan pasar dan gaya hidup
yang berkembang dimasyarakat;

ekstensifikasi ~ pelayanan  klinik  berbasis
kebutuhan yang in elastisitas di sebagian
masyarakat  seperti upaya  pemeliharaan
kebugaran dan kecantikan yang terintegrasi
dengan pelayanan kulit, bedah plastik, THT,
orthodentist, klinik fertilisasi (kesuburan), klinik
nyeri, klinik stress;

c. verifikasi ................
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verifikasi integrasi layanan kesehatan modern
dan tradisional yang rasional guna mencegah
pengobatan alternatif yang berlebihan dan
penggunaan akupuntur untuk therapi dan
tindakan;

pelayanan Emergency yang bervariasi seperti

(ambulance 911, 118), keda tan kebidanan dan

kandungan, kedarura: eksekutif dan

kedaruratan umum dayf ta

pengembangan produRk&xbasis ce Based;

pengembang -hos@italy>

integrasi pr nan nggan dengan

kegiatan one stop serbice; @

meningk out @P pelayanan dengan

peningk apas% ang kelas III, paviliun
1

KOR ide /serta kamar bersalin yang
TSN citrax\J rasa  kenyamanan dan

angi ketégangan;

i gkata pengawasan dengan

mber « aken SPI dan evaluasi berkala;
pengawasan mutu

bungan dengan memberdayakan

dan  meningkatkan = pembahasan-
ahasan dan evaluasi berkala pada kasus-

3

@JS tertentu dan katagori karantina;

inventarisasi pihak ketiga dengan KSO, peralatan
medis serta penunjang medis;

peningkatan efektifitas biaya dan efisiensi biaya
operasional secara berkala dengan menghitung
cost recovery untuk masing-masing
sarana/prasarana;

m. pengembangan investasi terencana;

penetapan costing dan pricing berdasarkan unit
cost;

mempertahankan liquiditas kas dan kinerja
pengelolaan piutang;

p. peningkatan.............
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peningkatan koordinasi dengan dinas terkait;

i

mengembangkan merit system dalam penetapan
remunerasi;

2

r. meningkatkan kinerja organisasi;

s. peningkatan knowledge based management;

rekruitmen dan penempstan SDM  sesuai
kompetensi (rightsizing);
as

kelengkapan sarana day 6 araha;
peningkatan  kenyamwiaf, @nan dan
kesembuhan; Q o

kepasa elan.

Kebijjakan Umum™—dalam @gka kebijaksanaan

strategis u peny@ggaraan RSUD R

Syamsudin, ala %

a. @an tenz a profesi yang segera
% katkan@(upan dan kinerja unit penghasil

Mo
ldir—modal usaha (investasi) dari

(aa

=

belanja  modal  melengkapi
rasarana mendukung Standar Pelayanan

memberikan jaminan kepuasan pelanggan;

e’ melengkapi sarana dan prasarana;
. memberikan ketepatan dan kecepatan pelayanan;

i. intensifikasi penagihan piutang;

j.  pengembangan sistem remunerasi;

k. efektifitas pemecahan masalah;

1. penerapan bertahap atas unit2 terintegrasi dalam
bentuk One stop service;

m. peningkatan sikap dan perilaku SDM yang
berorientasi kecerdasan emosi, spiritual dan
orientasi pelanggan;

n. peningkatan ...............
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peningkatan  pelayanan dan kelengkapan
sarana/prasarana;

penambahan segmen pasar;

memberikan keamanan dan kenyamanan
pelanggan;

mengembangkan peningkatan mutu di seluruh

lini pelayanan;
akses kemudahan da komunikasi dan
informasi;

diversifikasi pelayana@s ba

pada tarif berbasi g;b apu elayanan
peningkatan k arya‘@Q

efisiensi biay

anp nan yang baik;

meningka 151p11n ai;
pemerat

P ‘g‘.j' ENGGARAAN BLUD

@ Bagian Pertama

Otonomi Pengelolaan

Pasal 4

RSUD R. Syamsudin, S.H. mempunyai kewenangan

di

bidang pengelolaan personil, keuangan,

pengadaan dan pengelolaan aset, kerjasama dengan
pihak ketiga dan kewenangan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengelolaan personil sebagaimana pada ayat (1) di
atas meliputi :

a. perencanaan ...............
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a. perencanaan kebutuhan tenaga RSUD R.
Syamsudin, S.H.;

b. pengangkatan personel RSUD R. Syamsudin,
S.H. yang bukan Pegawai Negeri Sipil bersifat
outsorcing;

c. penempatan Pegawai Ne§eri Sipil RSUD R.
Syamsudin, S.H,;
Tiqn igi

d. pengaturan dan pemperis n kepada dokter
RSUD R. Syamsudiang‘@ melakukan
kerja atau praktek ﬁ; apORSUDNR/ Syamsudin,
S.H. swasta/ di IL<§\/;3§R kerja;

e. penilaian akpiftabjfljtas kinerj&’pegawai RSUD R.
Syamsudin, Ss

3 dan @%katan pemberian

LA erh@urub karyawan RSUD.

olaan keuangan  meliputi
alamyohal pengelolaan praktek bisnis
3 n@w‘ in, S.H. yang sehat dan produktif

@ bé¢fsumber dari pendapatan fungsional RSUD R.
i; S udin, S.H.

tonomi kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan

berdasarkan praktek bisnis yang sehat dengan
prinsip efisiensi dan efektifitas dan saling
menguntungkan kecuali menyangkut aset RSUD R.
Syamsudin, S.H. harus sepengetahuan Kepala
Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kegiatan
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Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Kegiatan RSUD. R. Syamsudin,

SH. terdiri dari kegiatan administrasi dan
manajemen serta kegiatan pelayanan kesehatan.

(2) Kegiatan pelayanan adminj i dan manajemen
sebagaimana dimaksud paea ) terdiri dari :

dalam hal BLUD yang wéy beriyanan yang

bersifat waijjb 7 Qarakat dapat
melaksanakg oeluaran lum penetapan

ana dimaksud pada

RBA if se
u % sebagai acuan dalam
g
u

18
Do en Pelaksanaan Anggaran
’Sya " , S.H. Kota Sukabumi untuk
an kepady Dinas Pendapatan, Pengelolaan
set Daerah (DPPKAD);

Pelaksanaan Anggaran RSUD R.
in, S.H. Kota Sukabumi sebagaimana
ud pada huruf b paling sedikit
cakup seluruh pendapatan dan belanja,

jasa dan /atau barang yang akan dihasilkan oleh
RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah (DPPKAD) mengesahkan dokumen
pelaksanaan anggaran RSUD R. Syamsudin,
S.H. Kota Sukabumi paling lambat tanggal 31
Desember menjelang awal tahun anggaran;

e.dalam ................



e.

@ :
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dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud pada huruf d belum
disahkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), RSUD
R. Syamsudin, SH. dapat melakukan
pengeluaran uang paling Ainggi sebesar angka
dokumen pelaksanaan an tahun lalu;

dokumen Pelaksan ngg yang telah
disahkan oleh Djrma apa engelolaan
Keuangan, dan / aera PPKAD), sesuai
dengan kewgifangannya seb ana dimaksud

pada butir d\xer di da enarikan dana yang
bersumber dari APB]@SUD R. Syamsudin,

S.H.Kg bu

pelay@ kesehatan sebagaimana
d padarayatv(1) terdiri dari :

ayanan medis;

has penunjang medis dan non medis;

;! gnan rujukan;

dyanan pendidikan dan pelatihan;
romosi kesehatan;

rehabilitasi;

Q h. penelitian dan pengembangan;
i

penyelenggaraan administrasi umum dan
keuangan;
pelayanan Keluarga Miskin.

BABV

KEWENANGAN DIREKTUR
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Pasal 6

(1) Direktur mempunyai kewenangan :

a. mengusulkan pengang pegawai dalam
jabatan fungsional;
s Han at af ahli yang

: ipefbantukan pada
1: li jemen;
Kg@apan Khusus yang

struktural, yang
pencapaian tujuan
dan fungsi RSUD R.

n k@zegawai untuk ditempatkan di

@?’ UD % yvamsudin, S.H. dengan status
pega idak tetap dengan persetujuan Dewan

e gangkat staf medis dan komisi atau
nitianya setelah berkonsultasi dengan Dewan

Q Pengawas.

pegawai, staf khusus, staf ahli, staf medis, komisi

@ Tata cara dan syarat-syarat pengangkatan,
@ penugasan, penempatan, dan pemberhentian

atau panitia, dan badan kelengkapan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan
ditetapkan kemudian dengan Keputusan Direktur
atas persetujuan Dewan Pengawas.
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BAB VI
ORGANISASI PENDUKUNG

Bagian Pertama

Dewan Peng&

NS

sal 7
Dewan Penga iben @1 ditetapkan dengan
Keputusan K aerusul Direktur.
2O

% :%Pasal 8
1) @ota [%1 Pengawas terdiri dari 5 (lima)
g unsur-unsurnya sesuai dengan

tent g berlaku.
%) oofa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
P ayat (1) seorang diangkat sebagai Ketua
& erangkap Anggota dan seorang sebagai Sekretaris
: ?g : erangkap Anggota.

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama

3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

(2) Pengangkatan ..................
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Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan
dengan kinerja dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan
kemampuan RSUD R. Syamsudin, S.H. dalam
meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada
masyarakat.

Untuk dapat men]a nggota Dewan
Pengawas udm, S.H. harus
memenuhi persyaratan

yang cukup untuk
nya;

bungan keluarga dengan Kepala
Kepala Daerah atau Dewan

Eengawsa ng lain atau Direktur sampai
Herajaj-Ketiga baik menurut garis lurus maupun

4 wiltki dedikasi dan memahami masalah-
@alah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD

Syamsudin, S.H. serta dapat menyediakan

Q waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya,

d. mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai
dengan kapasitas profesionalnya dan apabila
berasal dari praktisi kinerja perusahaannya
tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah
menjadi anggota direksi atau komisaris, atau
dewan pengawas yang dinyatakan bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit
atau orang yang tidak pernah melakukan tindak
pidana yang merugikan daerah;

€. MEeEMPUNVAI ...uveeeennne.
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e. mempunyai kompetensi dalam  bidang
manajemen keuangan, sumber daya manusia
dan mempunyai komitmen tinggi terhadap
peningkatan citra dan kualitas pelayanan

publik; serta
f. memiliki tingkat kesghatan fit untuk
melaksanakan tugasnya.
(4) Batas usia Dewan Peng alin gi 65 (enam

puluh lima) tahun.

(O 0
sy,
Tuga@aﬁba @ewenamgam

@al 11
&
Dewa@@was unyai tugas dan kewajiban :

1. sanak%%apengawasan, pengendalian, dan
yforhadap pengurusan dan pengelolaan

UD P@ sudin, S.H.;
%} m perkembangan kegiatan RSUD. R.
@ S din, S.H., memberikan pendapat dan saran
kepada Walikota mengenai setiap masalah yang
@ianggap penting  bagi  perbaikan  dan
@ enyempurnaan pengelolaan RSUD. R. Syamsudin,
S.H.

@ 3. melaporkan secara berkala kepada Kepala Daerah
tentang akuntabilitas dan kinerja RSUD. R.
Syamsudin, S.H,;

4. memberikan saran pandangan dan nasehat kepada
pimpinan RSUD. R. Syamsudin, S.H. dalam
melaksanakan pengelolaan yang efektif efisien;

5. melakukan .......
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melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik
keuangan maupun non-keuangan, serta
memberikan saran dan catatan-catatan penting
untuk ditindaklanjuti;

memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian

kinerja;

mengawal pencapaian vis misi RSUD. R.

Syamsudin, S.H. secar @1 iru lam kontek
Arexintah Dae

pencapaian RPJMD Peare
memberikan p a dan n mengenai
pengembangan c jangka “panjang RSUD. R.

a
Syamsudin, S.H,; @
mengawasi m-p dan kegiatan layanan
yang sensl agi | RSUD. R. Syamsudin,
S.H.,;

O
be €bagaj{penengah apabila terjadi konflik

a af d staf lainnya (atas permintaan
i Z konflik antara staf dengan

@ p—perkembangan kegiatan RSUD. R.
% yampndi, S.H., memberikan pendapat dan saran

k Walikota mengenai setiap masalah yang
d ap penting bagi pengelolaan RSUD. R.

@lamsudin, S.H,;
elaporkan kepada Kepala Daerah tentang kinerja

QY

14.

RSUD. R. Syamsudin, S.H.;

memberikan nasehat kepada pimpinan RSUD. R.
Syamsudin, S.H. dalam melaksanakan pengelolaan;

melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik
keuangan maupun non-keuangan, serta
memberikan saran dan catatan-catatan penting
untuk ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD. R.
Syamsudin, S.H.;

15. memonitor ...............
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15. memonitor tindak-lanjut hasil evaluasi dan
penilaian kinerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan k€wajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 Dewa: awas mempunyai

kewenangan : (: ; @

1. melihat buku-bukizs S@Surat, men-dokumen
lainnya, memeriksa untuk képerluan verifikasi
dan memeriksa yaan @JD. R. Syamsudin,
S.H.;

@ iR’ persetujuan atau bantuan kepada
% jabgp\peéngelola dalam melakukan perbuatan

mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga
independen lainnya manakala diperlukan.

Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah.

(2) Pertanggungjawaban ...................
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(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan
secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Rapat-Rapat dan Pe@j ran
Pasa @
(1) Untuk melaksanak @ ewenangnya,
sewa aktu dapat

Dewan
mengadakan r permm an Ketua Dewan

Pengawas.

(2) Rapat se ana sud pada ayat (1)
d1p1mp1 @ ewan Pengawas atau
dltun] wlooleh Ketua Badan Pengawas

d

ap sa abila dihadiri paling sedikit 1/2
(s dua) ta Dewan Pengawas.

§ @ Pasal 15

%}) R nggota Dewan Pengawas dengan Direktur
afhdiadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

§ ; sa tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
pabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas

dengan Direktur dapat diadakan sewaktu-waktu

@ atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas
permintaan Direktur.

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara
berkala/periodik kepada Kepala Daerah mengenai
pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan.
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(2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil
pengawasannya apabila sewaktu-waktu diminta

oleh Kepala Daerah.
Pasal 17
(1) Untuk membantu kelanc tugas Dewan
Pengawas, dapat dibent kretariat Dewan

Pengawas yang diteta gan Keputusan
Ketua Dewan Pengawas apa ligus dalam
pembentukan Deway fok: ditetapkan

38 Y,
Daer

(2) Sekretariat  Dewva Pey as  sebagaimana
dimaksud ayat ranggotakan paling
banyak 3 (t ng.

(3) Pe sekq !riat Dewan  Pengawas
se na didaksud pada ayat (1) atas
p hgan ensi pembiayaan RSUD R.

Paragraf 4

% Insentif dan Jasa Pengabdian
@ @ Pasal 18
%n Pengawas dan anggota Sekretariat Dewan
&

gawas dapat diberikan insentif yang besarannya
@ sesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD R.
Syamsudin, S.H.
Pasal 19
Dalam hal RSUD R. Syamsudin, S.H. memperoleh
keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari

jasa produksi secara proporsional.

Pasal 20 ............
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Pasal 20

Besarnya insentif dan jasa pengabdian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan oleh
Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan
RSUD R. Syamsudin, S.H.

Pasal 21&

(1) Dewan Pengawas men ang pengabdian
yang besarnya dite@n Oleh 's- pala Daerah
dengan memp ) keman RSUD R.
Syamsudin, S.H.

(2) Dewan Pe as yar&erhentikan dengan
hormat jabatannya  berakhir,
mendap jas gabdian dengan syarat telah
mengnla tugasnyapaling sedikit 1 (satu) tahun.

ua sa pengabdian sebagaimana

at (1) dan ayat (2) didasarkan atas

gal}” lamanya bertugas dibagi masa
o . .
aflkan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 22
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir; dan
b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
a. permintaan sendiri;

b. reorganisasi ...............
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b. reorganisasi;

c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah
berakhir;

d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima)
tahun;

e. tidak dapat melaksanakan as;
f.  melakukan tindakan y rugikan RSUD R.
Syamsudin, S.H.; dan
g. melakukan tindakar “Vatau kap yang
bertentangan de . éntingairDaerah atau
Negara. @ "@3
(3) Pemberhentian gc@ewam Pengawas

sebagaimang dimaksud ayat (2) ditetapkan
oleh Kepal h.

S
@e %1 23

&

1 A Pengawas yang melakukan
atan imana dimaksud dalam Pasal 22
af £ d ruf g diberhentikan sementara oleh

la Pa .

@v

%@m

P entian sebagaimana dimaksud pada ayat

@ (W\ditgtapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Eésé Q Pasal 24
@@ Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian

sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang
dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

&
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(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah
belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi
hukum.

abila dalam persidangan sehagaimana dimaksu
3) Apabila dalam persidang gai dimaksud
pada ayat (1) angggota Dew gawas tidak hadir

tanpa alasan sah, yang bé kutan dianggap
menerima hasil rapat. Q

(4) Apabila perbuat di a oleh anggota
Dewan Pengaw@gpakan k pidana yang

telah mempero uat ukum tetap, yang
bersangkutan diberhentil& gan tidak hormat.

Direktur dalam  bidang

& %embenmkam Satuan Pengawas Intern sebagaimana

imaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

@ Keputusan Direktur.
@ Pasal 26

(1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja
Fungsional yang  bertugas melaksanakan
pengawasan internal dan monitoring terhadap
pelaksanaan kegiatan dan program kerja di RSUD R.
Syamsudin, S.H.

(2) Satuan ..........
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(2) Satuan Pengawas Intern RSUD. R. Syamsudin, S.H.
berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada
Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H.

(3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 beranggotakan,dari personel RSUD

R. Syamsudin, S.H.
mbepientian anggota
agai dimaksud

@é}@dian dengan

(4) Tata cara pengangkatan

Satuan Pengawas Inferq
akan diatur dan ka

Keputusan Direlftyr.
asal

(1) Satuan Pe I apat diberikan insentif
i

s
yang di an dengan kemampuan
RS \ su&

n, SyH.
(2) Bexaxdiyd pemlferdni insentif sebagaimana dimaksud
Adayayat tur kemudian dengan Keputusan
ektur. @
@ Bagian Ketiga

Q Komite Medik

@ Paragraf 1
@ Pembentukan

Pasal 28

(1) Direktur dapat membentuk Komite Medik yang
merupakan organisasi formal yang berkaitan
dengan profesi medis di RSUD. R. Syamsudin, S.H.

(2) Komite .................
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(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dengan Keputusan Direktur dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Paragraf 2

e
a. memberi saran kep irektur mengenai

pelaya dis di R. Syamsudin, S.H,;

b. mengkQerdinasikan~dgn mengarahkan kegiatan
el}(:Da me Q

c. :,, hal-hal¥yang berkaitan dengan etik
e teran;

d yusuijakan pelayanan medis sebagai

andar%g harus dilaksanakan oleh semua
elor@staf medis.

Dala jalankan fungsi sebagaimana dimaksud

@ P t (1) Komite Medik berwenang :

@. memberikan usulan rencana kebutuhan dan

(1) Fungsi Komite

(oW

peningkatan kualitas tenaga medis;
@ 2. memberikan pertimbangan tentang rencana
pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan
@ peralatan medis dan penunjang medis serta
pengembangan pelayanan medis;

3. monitoring dan evaluasi yang terkait dengan
mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum
didalam tugas komite medis;

4. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas
penggunaan alat kedokteran di RSUD. R.
Syamsudin, S.H,;

5. melaksanakan ..................
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5. melaksanakan pembinaan etika profesi serta
mengatur kewenangan profesi antar kelompok
staf medis;

6. membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas
menangani kasus-kasus pelayanan medik yang
memerlukan koordinasi lintas profesi, misalnya
penanggulangan kanker aterpadu, pelayanan
jantung terpadu, dan lai gainya;

7. memberikan rekome tang kerjasama
yang akan dilak

Syamsudin, S.H. jhak
@

Dala enjafanka si dan wewenang sebagaimana
dim%u ala 1 29, Komite Medik mempunyai

®
%,

wadah agar anggota staf medik dapat
asi memberi masukan atas masalah
exiomedik dan teknis medik dan menghadiri

bersama Direktur dan komite lainnya di

@SUD. R. Syamsudin, S.H,;
elakukan kredensial tenaga medis yang akan

@ bekerja di RSUD. R. Syamsudin, S.H. dan
@ memberikan rekomendasi kepada Direktur;

xiiae}

3. melakukan kredensial tenaga medik yang sedang
bekerja di RSUD. R. Syamsudin, S.H. dan memberi
rekomendasi kepada Direktur;

4. merencanakan  dan  mengatur  pendidikan
kedokteran = berkelanjutan = dan  pendidikan
spesialisasi yang disesuaikan dengan master plan
RSUD. R. Syamsudin, S.H. bagi setiap anggotanya;

5. memberikan ...................
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memberikan masukan pada Direktur perihal :

a. pelayanan klinis yang akurat bagi RSUD. R.
Syamsudin, S.H,;

b. kebijakan pengorganisasian pelayanan klinik
RSUD. R. Syamsudin, S.H.;

c. identifikasi kebutuha sien RSUD. R.
Syamsudin, S.H. da nan yang layak
untuk memenuhi ke@n e t;

d. identifikasi keb @
\

lat

sesuai den dan\\ R RSUD. R
Syamsudin,
melakukan audit medik, ntau perilaku etik,

profesionalj ang staf ~medik dan

mengusulk asil Komite Medik kepada

Direktu
<

dan revisi standarisasi farmasi dan
iustuk at pengesahan Direktur;

encana uatu program untuk mengatur
melakukan tindakan medik sesuai
UD. R. Syamsudin, S.H.;

stn laporan kegiatan Komite Medik yang
akan pfisampaikan secara berkala pada seluruh
a ta Staf Medik Fungsional (SMF) sedikitnya

mmembantu Direktur RSUD. R. Syamsudin, S.H.

@etahun sekali;
7% @ dalam menyusun dan merevisi standar pelayanan

%)

11.

12.

medis untuk mendapat pengesahan dan memantau
pelaksanaannya;

melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin
profesi dan mutu profesi;

mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf
medis;

13. membantu ..............



13.

14.

15.

16.

18.

®
%,

0

@

21.
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membantu Direktur dalam menyusun Medical Staff
Bylaws dan memantau pelaksanaannya;

membantu Direktur menyusun kebijakan dan
prosedur yang terkait dengan metikolegal;

membantu Direktur menyusun kebijakan dan
prosedur yang terkait dengan etikolegal;

melakukan koordinasi
Pelayanan Medis dalam
dan pembinaan pelaksa
medis;

Kepala Bidang
Qksapgkan pemantauan

@ompok staf

<
pelaya %- endidikan dan

litiar@ian pengembangan

dalam bidang medis; @

pelatihan serta

melakuka onito dan evaluasi mutu
pelaya isa lain melalui monitoring dan
eva ah, genggunaan obat (drug usage),
an tefapi, ketepatan, kelengkapan dan

an re medis, tissue review, mortalitas

orbi% medical care review/ audit medis
lui p@;ntukan sub komite-sub komite;

en nﬁ melaksanakan, memantau dan
Rgkan revisi peraturan internal staf medis
(maedtital staff by laws);

membuat standarisasi format untuk standar
pelayanan medis, standar prosedur operasional
dibidang manajerial/ administrasi dan bidang
keilmuan /profesi, standar profesi dan standar
kompetensi;

membuat  standarisasi format pengumpulan,
pemantauan dan pelaporan indicator mutu klinik;

22. melakukan...................
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22. melakukan pemantauan mutu klinik etika
kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi
medis.

Paragraf 4
Kepengurusan dan Insentif

udin@ terdiri dari

(1) Komite Medik RSUD. R
beri €nangan untuk

staf medis yan, 1
melakukan da med di RSUD. R.
Syamsudin, S.H.!

Pasal 3

3

(2) Pengurus s, Medi iri dari Ketua Komite
Medik, ) et mite Medik, Sekretaris
Komite , Ket\@etua Sub Komite.

(3) K medik pat diberikan insentif yang
dise an dengan kemampuan RSUD R.
udin,

edik dan Sub Komite Medik diatur dan ditetapkan
emudian dengan Keputusan Direktur.

%ta cara pengangkatan dan pemberhentian Komite

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Pertama

Instalasi .......ccoceeeueenee.
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Instalasi
Pasal 32

Untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta

penelitian dan pengembangan kesehatan di RSUD R.
Syamsudin, S.H. dibentuk %gi—instalasi yang

merupakan unit-unit pelaksan:: an.
3 @30
(1) Pembentukan @i s aimana dimaksud

dalam Pasal 32 ditetap, oleh Direktur dan
disesuaika an ke uan dan kebutuhan
RSUD R@ udin, SN

% pimpj seorang kepala yang
angkatdan di%g%ntikan oleh Direktur.

111%91 dalam melaksanakan tugasnya
@ tenaga-tenaga fungsional dan atau
e

Anaga dis baik pegawai negeri sipil maupun
ai negeri sipil.

Bagian Kedua

Pejabat Fungsional

Pasal 34

(1) Pejabat fungsional RSUD. R. Syamsudin, S.H. terdiri
dari sejumlah tenaga medis fungsional yang terbagi
atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
bidang keahliannya.

(2) Masing...........
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(2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit
kerja. RSUD. R. Syamsudin, S.H. sesuai
kompetensinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sepagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan sarkan kebutuhan
dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang ]a gsm’ebagalmana
dimaksud pada a berdasarkan
perundang-undgnganyrang berl

fu onal mempunyai  tugas
dig no a, pengobatan, pencegahan
k penmgkatan dan pemulihan
@x luhan, pendidikan, pelatihan,
ngembangan

alam Q/- aksanakan tugasnya, staf medis
nat’ menggunakan pendekatan tim dengan

\

@ rofesional lain yang terkait.

Q BAB VIII

: KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan
Keputusan Direktur.

Pasal 37 ..................
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Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Da
3 di S@Jml

Ditetadk
i ngg%@esember 2009

WALI SUKABUMI,

Diundangkan di Sukabgff Q@
Pada tanggal 29 Deseqrker2009 @

o

BERITA DAE@KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 24



BAB IX
PENGELOLAAN RSUD. R. SYAMSUDIN, S.H.
Bagian Pertama

Organisasi
Pasal 34

Untuk menjalankan praktek bisnis RSUD. R. Syamsudm, S.H.
yang sehat, transparan dan akuntabel
dilengkap dengan perangkat sebagai berik

1. organisasi RSUD R. Syamsudiny "S5
dibentuk atas dasar kebut st dasirkalt penetapan
sasaran (goal setting) yang te‘@den an-prinsip : miskin
struktur, kaya fungsi, den latur mengikuti
kaidah profesional den ta o dah yang terbaik
dengan pola (1 :2: tur, 2 orang Wakil
Direktur, 3 Kep&laglan Bijang, 2 Kepala Sub
Bagian/Bidang) %

2. dewan Pengawas~dipilih bex) sarkan kewenangan yang
diusulkan oleh tur ﬁ'. affa Walikota untuk ditetapkan.

Ba N% Kedua
Kom engel SUD. R. Syamsudin, S.H.
% asal 35
Pejabat %e;ola

UD. R. Syamsudin, S.H. adalah pemimpin

RSU, , S.H. yang bertanggung-jawab terhadap
kinerj RSUD. R. Syamsudin, S.H. sebagai Badan
Layanan U yang terdiri atas :

2. pejabat Keuangan; dan
3. pejabat teknis
Pasal 36

Pemimpin RSUD. R. Syamsudin, S.H. adalah Direktur, yang
bertanggung-jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah



terhadap operasional dan keuangan RSUD. R. Syamsudin, S.H.
secara umum dan keseluruhan.
Pasal 37

Pejabat keuangan RSUD. R. Syamsudin, S.H. adalah Wakil
Direktur Umum dan Keuangan yang bertanggung-jawab
kepada Direktur menyangkut pengelolaan keuangan RSUD. R.

Syamsudin, S.H..
Pasal 38
Pejabat teknis RSUD. R. Syamsudin, S Qa:z V@] Direktur

pelayanan dan Pendidikan yan@ ggu <?vab kepada
in

Direktur atas semua kegiatan p an kese tan meliputi

mutu, standarisasi, administrasi g kualitas sumber
daya manusia, dan peningkat b lainnya.

39
(1) Komposisi pe]ab elol SUD R. Syamsudin, S.H.

dapat dilakukan @ jumlah maupun jenisnya,
isis O

setelah melalui isasi guna memenui tuntutan

perubahan.
(2) Perubaha po&@pe]abat pengelola sebagaimana
) D)

dimaks ditetapkan dengan Keputusan
Walik ah.
Bagian Kedua
wgangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 40

(1) Penganggan dalam jabatan dan penempatan pejabat
pengelola RSUD. R. Syamsudin, S.H. ditetapkan
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis
yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh
pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah; berupa



pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara
kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan
kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 41 ............

P- 2?; ;11 &
@@ ®

Pejabat pengelola RSUD. R. Sy , S.l@:gﬁangkat dan
diberhentikan oleh Walikota c@\ Keputusan Walikota

Kepala Daerah.
P
S

ba pejab pengelola RSUD. R.

(1) Masa jabatan se
Ad ‘& (lir@%tahun atau sesuai dengan

Syamsudin, S.H.
embali untuk 1 (satu) kali

kebutuhan dan d

CAdlan
utny panjang yang bersangkutan

Q‘? persy n yang ditentukan.
(2) Pejabat 4’0:\’;}110 . R, Syamsudin, S.H. dapat
Harrseb (@ masa jabatannya berakhir karena :

c. melakdkan perbuatan yang melanggar norma dan
kepatautan susila dan harkat martabat professiona;

d. alasan medis dan lainnya yang memungkinkan
pekerjaannya tidak bias mencapai kinerja yang telah
ditetapkannya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pejabat Pengelola
Pasal 43



Orang perorang yang dapat diangkat menjadi pejabat pengelola
RSUD. R. Syamsudin, S.H. adalah :

1.

2.

memenuhi criteria dedikasi,keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
berkelakuan baik dan memiliki semangat untuk mengelola
dan mengembangkan RSUD. R. Syamsud f‘ S.H,;
1HR-(d

menjadi pemimpin perusahaan yangdityyata
berstatus Pegawai Negeri Sipil atgy M
Sipil yang bersedia beker; ‘&) uh-sungguh
untuk mengembangkan RSU@amsu ,SH,;

lulus fit and proper test;

bersedia mengikuti berhagai, pepdidikan dan pelatihan

guna menunjang pe n i an misi RSUD. R.
Syamsudin, S.H.; O

bersedia mena%%gani %ontrak kinerja  dengan

manajemen .

Bagian Keempat
an Kewajiban Direktur
Pasal 44

Direktur dg jajaran direksi RSUD. R. Syamsudin, S.H.
mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1.

mempimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelengaraan
kegiatan RSUD. R. Syamsudin, S.H. sesuai visi, misi dan
tujuan  organisasi dengan = senantiasa  berusaha
meningkatkan daya guna dan hasil guna;



w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

menyusun rencana strategis bisnis RSUD. R. Syamsudin,
S.H.;

menyiapkan RBA Tahunan;

mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat
teknis sesuai ketentuan ;

menetapkan pejabat yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan seerta pejabat lain sesuai kebutuhan
RSUD. R. Syamsudin, S.H. ; dan

menyampaikan dan mempertanggu abkan kinerja
operasional serta kinerja keuangan D. @amsudin,

RSUD. R. Syamsudin, S.H.;

S.H,;
memelihara, mengelola dan @@@tk@sﬁmber daya

mewakili RSUD. R. Syamsudin;5.H. lam dan di luar
pengadilan;
melaksanakan kebij %gembangan usaha

sebagaimana yang jsl arisk
menetapkan keb@opem%ﬂd RSUD. R. Syamsudin,
S.H,;

dan (ggpemelihara  pembukuan  serta
adminisgrs U % Syamsudin, S.H. sesuai kelaziman
yang rla ;

menyiapkan re@ jangka]
anggaran RS §?} ‘Sya n@n in, S.H,;
S

menetap ktur organisasi dan tata kerja RSUD. R.
— 1 -

engkap dengan rincian tugasnya setelah

tujuan dari Walikota;

Syamsudit, S.H. sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan RSUD.
R. Syamsudin, S.H. guna melaksanakan Kketentuan-
ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun
peraturan perundang-undangan;



16. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban pegawai RSUD. R. Syamsudin, S.H. sesuai
ketentuan perundang-undangan yang beerlaku;

17. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

18. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen
apabila diperlukan;

19. meminta pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dari

semua pejabat RSUD. R. Syamsudin, S.H.
Bagian Kelima
glol

Tanggung-jawab Pejabat P

&
-25-/@@ @30
P &
e

Direktur bertanggung-jayy . pada Wsglikota mengenai hal-hal
di bawah ini : @ %

1. ketepatan kebi@\aan Bevpasis visi dan misi RSUD. R.
Syamsudin, &

2. kelancar 1fitas@@eﬁsiensi seluruh kegiatan RSUD.
R. Sya@ SHAS

3. keben rong@{kerja, pengendalian, pengawasan dan
pelaé}aan a laporan kegiatannya.
@ @ Pasal 46

Wakil Dir Umum dan Keuangan bertanggung-jawab
mengenai hal-lal tersebut di bawah ini :

1. kebenaran pelaksanaan kebijakan SIRS, keuangan,
akuntansi, rumah tangga da kesekretariatan;

2. kebenaran rencana kerja bidang keuangan RSUD. R.
Syamsudin, S.H.;

3. ketepatan dan kebenaranprosedur kerja bidang keuangan
RSUD. R. Syamsudin, S.H.;



4. kelancaran efektifitas dan efisiensi pelayanan keuangan;

ketepatan laporan kegiatan keuangan;

6. kebenaran dan ketepatan rencana kerja bagian
personalia/SDM;

7. ketepatan dan kebenaran rencana kerja PSDM Keperawatan
dan Non Keperawatan;

8. ketepatan dan kebenaran rencana kerja pendidikan dan
pelatihan ;

o

10. ketepatan dan kebenaran rep

laksana.

pengembangan mutu;
11. ketepatan dan kebenaran rena 0 féasi dan tata
Pasal 4

Wakil Direktur Pelayanan g n i bertanggung-jawab
@b

kepada Direktur menya<§§ al-ha awah ini :

%@&aan RS dalam pelayanan
a

s dengan semua komponen

1. kebenaran ranca
dan pendidika a si

yang ada dengarperti gan keamanan dan keselamatan
para piha] Sy terlibad;

2. ketetap 3 an upaya RS dalam program dan
kegiat pelay dan pendidikan agar dicapai

anan yang optimal;
ra kerja pengelolaan RS dalam pelayanan
g “seamless” dan kerja sama pendidikan

4. ketetapanYaporan berkala dan laporan tahunan RS dalam
pelayanan dan pendidikan;

5. keobyektifan ............
-26 -

5. keobyektifan dan kebenaran nilai DP3 semua staff yang
terkait dengan fungsi pelayanan dan pendidikan;



6. kelancaran dan ketertiban urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan dalam lingkup Pelayanan Medis dan
Keperawatan dan pelayanan penunjang dan mutu;

7. kebenaran kebijaksanaan penunjang medis dan ketelitian,
keteraturan dan ketertiban pengguna faasilitas pelayanan
penunjang medis dan pendidikan;

8. ketepatan program penunjang medis dan mutu RSUD. R.
Syamsudin, S.H.;

9. kelancaran tata cara kerja layanan
mutu RSUD. R. Syamsudin, S.H;

10. ketepatan laporan berkala d Ta ran@ﬁusus di

lingkungan penunjang; medis @
Bagian Kee
Jabatan, Staf @ele&

% sudn% .H. Kota Sukabumi dapat
, men g:g gkat pejabat dalam jabatan

s 'onal I"W structural dengan hierarkhi
an p k (Wakil Direktur RSUD R.
ukabumi, Ketua Komite Klinik,

f%gsi /Ketua Kelompok Fungsional) dan
ana (staf fungsional), pengangkatan
atas kebutuhan untuk pencapaian tujuan
R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
i, tugas, hak dan wewenang pejabat dan

(3) Direktur RSUD
mengusulkan
yang ber31fat

R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

(4) Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dapat
mengangkat staf khusus dan atau staf ahli yang bersifat
fungsional/non struktural untuk diperbantukan pada
semua tingkat manajemen, pengangkatan mana didasarkan
atas kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi RSUD
R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Sebutan, fungsi, tugas,
hak dan wewenang staf khusus/staf ahli tersebut



©)

ditetapkan oleh Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota
Sukabumi.

Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dapat
membentuk Badan Kelengkapan Khusus yang bersifat
fungsional/non  struktural, yang diperlukan untuk
pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD R.
Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Sebutan, tugas, fungsi,

Sukabumi.

udm, S.H. Kota
Inara, g masuk, kemudian
ilan k wan dilakukan pada
udia 11akukan seleksi mencakup
ancan Praktik Lapangan.
ng 1 sebelum melaksanakan tugas
ker] lebih dahuu.

Rekrutmen Pegawai R
Sukabumi diambil dari

direkapitulasi, pe
yang IPK di atas

seleksi akademik
Hasil Seleksi, b ¢
dilakukan or *f’ S

Pengisia o a51 atan baik Struktural maupun
Fungsio ilak an secara berjenjang sesuai pola
karier ad abila kandidat hanya satu orang
dlla n dep@an penilaian potensi oleh Tim Pertimbangan
a ai formasi langsung diisi. Apabila kandidat
1 ari rang maka dilakukan fit and proper Test.
Bagi IX ai yang diangkat sendiri sesuai dengan

ketentuan™~dan yang berasal dari Droping Pemerintah
Daerah sebelum penempatan pada unit kerja dilakukan
orientasi pegawai baru.

(10) Semua pegawai dan staff RSUD. R. Syamsudin, S.H. harus

mendapatkan pengkayaan dan pengembangan wawasan
yang terkait dengan peningkatan peran dan kinerja
individu serta seiring dengan kinerja RSUD. R. Syamsudin,
S.H. yang ditetapkan.



Paragraf 1
Pengangkatan Staf Medis
Pasal 49

Direktur berwenang sepenuhnya mengangkat staf medis dan
komisi atau panitianya setelah berkonsultasi dengan Komite

Klinik. § ;

Paragraf 2
Penugasan Staf

Pasal @
(1) Direktur RSUD. R. Syamsudiiy,”S.H @1 Komite Klinik
menetapkan kriteria dan @—sy @nugasan setiap staf
a

medis untuk suatu tug ta atan klinis tertentu
(Clinical governance p, d@ kan yampaikan hal tersebut

kepada setiap ter@@dis yg menghendaki penugasan

klinik di RSUD.
(2) Kriteria

dan penugasan sebagaimana

3) Setiap teyd Edi akan mendapat penugasan klinik
P pat penug

> in, S.H. terlebih dahulu harus melalui

dilaksanakan oleh Komite Klinik.

kreden$ials ‘
$ (4) Tenaga ...........
& -

4) Tenaga@dm yang telah mendapat penugasan klinik di
RSUD. R."5yamsudin, S.H. dapat berstatus sebagai dokter
purna waktu, dokter paruh waktu, atau dokter tamu yang
selanjutnya ditetapkan dalam suatu kontrak.

(5) Direktur dapat melakukan penilaian yang terkait dengan
kinerja professional tenaga medis dan menetapkan
pemberhentian yang bersangkutan tidak melakukan
pekerjaan sesuai dengan penilaian (Clinical Priviledge) yang
dibentuk khusus untuk tujuan itu.



(6) Jangka waktu penugasan tenaga medis adalah 3 (tiga)

tahun untuk dilakukan rekredensial, kecuali ditetapkan lain
oleh Direktur RSUD. R. Syamsudin, S.H. dengan
memperhatikan kondisi sebagai berikut yang akan
menyebabkan penugasan di RSUD. R. Syamsudin, S.H.
akan berakhir :

tidak berlaku
an yang

bersangkutan tidak mam i mel ukan tindakan
medis secara menetap, atau;

ada, atau;
b. bila kondisi fisik atau ﬁ tendgr nedis yang

c. bila tenaga medis tel u51 hun, namun yang
bersangkutan masi ngkat sesuai dengan
pertimbangan Djye RSU Syamsudin, S.H., atau;

d. bila tenaga tida emenuhl ketentuan dan
syarat-syarat 1teta dalam kontrak, atau;

e. bila tenaga d1t an telah melakukan tindakan
yang rof I, kelalaian atau perilaku

' sebagalmana yang diatur dalam
] aws, peraturan internal RSUD. R.

tau;

yedis diberhentikan oleh Direktur RSUD. R.
.H. karena yang bersangkutan mengakhiri
gngan RSUD R. Syamsudin, S.H. setelah

linis diRSUD. R. Syamsudin, S.H. pada seorang
tenaga medis hanya dapat ditetapkan bila bersangkutan
menyetujui syarat-syarat sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagai tenaga medis berdasarkan
peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku
dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan ini;



b. menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana
ditetapkan oleh Pimpinan BLUD setelah
mempertimbangkan daya dukung fasilitas RSUD. R.
Syamsudin, S.H., dan bila diperlukan, rekomendasi dari
Komite Kredensial;

c. mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk
menjamin agar rekam medis tiap pasien yang
ditanganinya di RSUD. R. SyamsudiQ\S.H. terpelihara
dengan adekuat, dan rekam medis
waktu yang wajar; Q

d. memperhatikan segala Wgan @UD. R.
Syamsudin, S.H. yang Qsehubungam
dengan tindakannya di @D amsudin, S.H.

entu

dengan mengacu pada elayanan yang

berlaku di RSUD. R. S@Jdl
©
kec@%

e. memenubhi ..........

ran yang berlaku di Indonesia,

baik % berk dengan kewajiban terhadap
mas , Past eman sejawat, dan diri sendiri;
f. m atik arat-syarat umum praktek klinis yang
u diRSUD. R. Syamsudin, S.H..
@ Paragraf 2

@ @ Penugasan Staf Medis
@ Pasal 50

Direktur RSUD. R. Syamsudin, S.H. dan Komite Klinik
menetapkan kriteria dan syarat-syarat penugasan setiap staf
medis untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu
(Clinical governance ), dan akan menyampaikan hal tersebut

kepada setiap tenaga medis yang menghendaki penugasan
klinik di RSUD. R. Syamsudin, S.H..



Setiap tenaga medis yang akan mendapat penugasan klinik
di RSUD. R. Syamsudin, S.H. terlebih dahulu harus melalui
kredensial awal yang dilaksanakan oleh Komite Klinik.

(4) Tenaga ...........
-28 -

Tenaga Medis yang telah mendapat penugasan klinik di
RSUD. R. Syamsudin, S.H. dapat berstaty sebagai dokter
purna waktu, dokter paruh waktu, atatrdokter tamu yang
selanjutnya ditetapkan dalam suatu ko

k.

aqy
(10) Direktur dapat melakukan penila Q it dengan
r@ d%somenetapkan

(11) Jangka waktu pern

kinerja professional tenag

pemberhentian yang bers@an tiddk melakukan
pekerjaan sesuai dengan penilaian y @dibentuk khusus
untuk tujuan itu. %é

0 tenamedis adalah 3 (tiga)

ekred sial, kecuali ditetapkan lain

@. amsudin, S.H. dengan
kSsebagai berikut yang akan
ugas@di RSUD. R. Syamsudin, S.H.

tahun untuk dila
oleh Direktur
memperhatikar
menyebabkarf)

akan ber

a. bil rakt@ng bersangkutan sudah tidak berlaku
1 de@n peraturan perundang-undangan yang

a, ataw:
bxJbita ;@1 fisik atau mental tenaga medis yang

bers dtan tidak mampu lagi melakukan tindakan
medis 3ecara menetap, atau;

c. bila tenaga medis telah berusia 60 tahun, namun yang
bersangkutan masih dapat pula diangkat sesuai dengan
pertimbangan Direktur RSUD. R. Syamsudin, S.H., atau;

d. bila tenaga medis tidak memenuhi ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, atau;

e. bila tenaga medis ditetapkan telah melakukan tindakan
yang tidak profesional, kelalaian atau perilaku



menyimpang lainnya sebagaimana yang diatur dalam
Medical Staf By Laws, peraturan internal RSUD. R.
Syamsudin, S.H., atau;

f. bila tenaga medis diberhentikan oleh Direktur RSUD. R.
Syamsudin, S.H. karena yang bersangkutan mengakhiri
kontrak dengan RSUD. R. Syamsudin, S.H. setelah
mengajukan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.

Penugasan klinis diRSUD. R. Syamsudin,S\H. pada seorang

a bersangkutan

a. memenuhi syarat sebaga@@ médis “berdasarkan
gai,

menyetujui syarat-syarat sebagai berddit

peraturan perundang-und! kesehatdn yang berlaku
dan ketentuan lain seba an§ tetapkan dalam
%s—batas sebagaimana

Pimp BLUD setelah

mempertimba dayacddukung fasilitas RSUD. R.
Syamsudin, S n bi]@l erlukan, rekomendasi dari

peraturan ini;
b. menangani pasien

akan yang diperlukan untuk
gar (fgkam medis tiap pasien yang
g. UD. R. Syamsudin, S.H. terpelihara

dan rekam medis dilengkapi dalam

ajar;
pe %n segala  permintaan RSUD. R
ms SH. yang dianggap wajar sehubungan
den tindakannya di RSUD. R. Syamsudin, S.H.
dengan” mengacu pada ketentuan pelayanan yang
berlaku di RSUD. R. Syamsudin, S.H.;

e. memenuhi etika kedokteran yang berlaku di Indonesia,
baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap
masyarakat, pasien, teman sejawat, dan diri sendiri;

f. memperhatikan syarat-syarat umum praktek klinis yang
berlaku di RSUD. R. Syamsudin, S.H..



O]

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendapatan
Pasal 53

Pendapatan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
bersumber dari :

a. APBD;
b. jasa Layanan RSUD R. Syamsudin, ota Sukabumi;
c. hibah;
d. din)>3%.H. Kota

hasil kerjasama RSUD R. :
Sukabumi dengan pihak k @1 @30
e. pendapatan lain RSUD@ amsudin, S.H. Kota
Sukabumi yang sah. @
Pendapatan RSUD R. Sya ‘ in, ta Sukabumi yang
i %rnaksud pada ayat (1)
berasal dari otorisasi
erah bukan dari kegiatan

huruf a adalah pend
kredit anggaran ntah

bersumber dadiNasa la sebagalmana dimaksud pada
ayat W f a imbalan yang diperoleh dari
layanan yaQgxi %\ﬂ

Pendaydt4 yamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang
bersmber darihibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

afap yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lainnya yahg diperlakukan sesuai peruntukan dan dapat
ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional, aset
tetap, investasi keuangan (endowment  fund) atau
pembebasan kewajiban, tergantung tujuan pemberi hibah.

Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf d, dapat berupa perolehan dari
kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya



yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan
fungsi RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

(7) Pendapatan ...........
=31 -

Pendapatan lain RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi

yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, antara
lain :

a. hasil penjualan kekayaan RSU S a@din, S.H.
Kota Sukabumi yang tidak dipj al);

b. hasil pemanfaatan kekaya R. @ﬁlsudin, S.H.
Kota Sukabumi;

C. jasa giro; @

d. pendapatan bunga; @

e. tuntutan ganti rugi;

f. keuntungan sel<i§ii tu rupiah terhadap mata

uang asing;
g. komisi, poto

tau entuk lain sebagai akibat
n / pengadaan barang dan/ atau
. S}@sudin, S.H. Kota Sukabumi.

% %@an Keempat
@eng@an Utang dan Piutang

& Pasal 54
0 % xS

membe piutang sehubungan dengan penyerahan
barang dan jasa dan /atau transaksi yang berhubungan
langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD
R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

Piutang RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dikelola
secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambabh,
sesuai dengan prinsip bisnis sehat dan berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundangan.

;éamsudin, S.H. Kota Sukabumi dapat



Pimpinan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
melaksanakan penagihan piutang.

Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pimpinan RSUD R. Syamsudin,
S.H. Kota Sukabumi menyiapkan bukti dan administrasi
penagihan, menyelesaikan tagihan dan menatausahakan
atas piutang (tagihan) RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota
Sukabumi.
Piutang RSUD R. Syamsudin, S.H ota Sukabumi
sebagaimana dimaksud pada ayat

' lit ditagih
dapat dilimpahkan penagihanny sQsla I@a Daerah
dilampiri bukti-bukti autentik @ @u{o
Piutang RSUD R. Syamsudi\@?. Kota abumi dapat
dihapus secara mutlak atau S

yar eh pejabat yang
berwenang, yang nilainy@apk r@ara berjenjang.
2 - <§

wenangan .............
O
Kewenangan pe sz@ng sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kan an Peraturan Kepala Daerah,
dengan me tika@tentuan peraturan perundang-

undanga n\ @
RSUD R/ Syamnsudi S-H. Kota Sukabumi dapat melakukan
injamd{ Odan asi sehubungan dengan Kkegiatan

pinjamaf
ope%\al c@ atau perikatan peminjaman dengan pihak

an@ obligasi RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota
Sukabunff? /dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis,” transparan, dan bertanggung jawab, sesuai
dengan praktek bisnis yang sehat.

(10) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman

jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk
keperluan menutup defisit kas.

(11) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman

jangka penjang hanya untuk belanja modal.



(12) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang
secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.

(13) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

(14) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) menjadi tanggung jawab RSUD R. Syamsudin, S.H.
Kota Sukabumi.

(15) Hak tagih utang RSUD R. Syamsudin, S.K\ Kota Sukabumi
menjadi kadaluwarsa setelah 5 (limgf<ahyn sejak utang
tersebut jatuh tempo, kecuali dite @ Jan @ menurut
undang-undang.

@g@ ayat (15)

(16) Jatuh tempo sebagaimana
dihitung sejak 1 Januari tahu

(17) RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota~Stukab wajib membayar
bunga dan pokok utan /at gasi daerah yang
telah jatuh tempo. @

(18) Dalam hal pembay@ra ga dagtpokok utang dan /atau
obligasi daerah imang'{dimaksud pada ayat (17)
melebihi anggar gt la dalam RBA, Pemimpin

in, S. apat melakukan pelampauan

hul A perubahan.

Jdan  pokok utang sebagaimana

: (2) dan pelampauan pembayaran

poko ng dan/atau obligasi daerah tersebut

bunga, {4
dila&n d pembahasan awal RBA perubahan.

(20) Dalam ..........
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(20) Dalam }gpembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan
/atau obligasi daerah yang jatuh tempo melebihi anggaran
yang tersedia dalam RBA perubahan, Pimpinan RSUD  R.
Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dapat melakukan
pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam
laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

(19) Pembaya
dimaks

Bagian Kelima



Pengelolaan Barang
Pasal 55

(1) Pimpinan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi selaku
pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penatausahaan barang milik RSUD R. Syamsudin,
S.H. Kota Sukabumi yang berada dalam penguasanaanya
dan bertanggung jawab kepada Kepal§@\Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Pimpinan RSUD R. Syamsudin, S.H Su
pengguna barang sebagaimana d
dalam melaksanakan progr@ ke menunjuk
Kuasa Pengguna Barang RS . Syamsddin, S.H. Kota

Sukabumi dan bertanggung—jawa as pelaksanaan

mi selaku

n a periodik kepada Kepala
i fah .

dimaksud pada ayat (1)
ilimpahkan oleh Kepala Daerah.
rang atau Kuasa Pengguna Barang
program dapat menunjuk pejabat

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan dokumen atas beban pelaksanaan kegiatan.
(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c

mencakup dokumen administrasi kegiatan yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(8) Pengadaan ............
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(8) Pengadaan barang dan jasa oleh RSUD R. Syamsudin, S.H.
Kota Sukabumi dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan
ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(9) Kewenangan pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) diselenggarakan befdasarkan jenjang
nilai yang diatur dalam Peraturan KepafaD)a

(10)RSUD R. Syamsudin, S.H. Kot ablyai, diberikan
fleksibilitas berupa pembebasan séRQagign atasseluruhnya
dari ketentuan yang berlaku gip 4tlaan barang

e

dan jasa Pemerintah bila\ terdapat aldsan efektifitas

dan/atau efisien. @

(11) Fleksibilitas sebagaima ima s@ pada ayat (10)
diberikan terhadap pengadaan / jasa yang sumber
dananya berasal dag

a. jasa pelayana di ﬁ;
b. hibah tidak t ya peroleh dari masyarakat atau

badan lai @
c. hasil (k€ sama D R. Syamsudin, S.H. Kota

de pihak lain dan/atau hasil usaha

on

gtang dan/atau jasa yang dibebaskan sebagian
efur 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

h ber @ bagi sumber dana selain dari APBD.

ayat (10)¥ diwujudkan dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin RSUD. R.

Syamsudin, S.H. dengan mengikuti prinsip-prinsip

trasnparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabel sesuai

praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu
pelayanan.

Bagian Keenam



Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 56

(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan
sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan
dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

untaidsi dan laporan keuangan
berbasis akrual sesu gan dar Akuntansi Keuangan
(SAK) yang dite ol‘é@ Asosiasi Profesi Akuntansi

Indonesia. @

ian Ketujuh
edur Akuntansi
Pasal 58

(2) Bukti traisaksi / pembukuan dan bukti pendukung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menggunakan bukti
pembukuan intern dan ekstern.

(3) Bukti pembukuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan bukti pembukuan yang dikeluarkan oleh
BLUD.

(4) Bukti pembukuan ekstern sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bukti yang diperoleh dari luar BLUD.



Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bukti tambahan / pelengkap dan digunakan
sebagai dasar pembukuan, antara lain :

a. order pembelian barang;
b. kontrak pembelian dan penjualan;
c. instruksi pengangkutan.

Bagian Kedelapan &
Prosedur Pengeluara @
Pasal 59
O~
Prosedur akuntansi pengel@kas eliputi serangkai
proses manual dan/ atau omp é‘ﬁ}sasi mulai dari
pencatatan, pengiktisara 0 P a@n keuangan yang
berkaitan dengan pe eg]xas dalam rangka

pertanggungjawabag aksanaay, bersumber dari APBD
dan selain pendapa ari ARRD.
Bukti transaksi ydng~gigun dalam prosedur akuntansi

dgfpank s aimana dimaksud pada ayat
(1) yang berstinb
berlaku.

er da@l’BD mengikuti peraturan yang
Bukti t i @aran kas/bank yang bersumber
, me p:

selain
ay jmbalan jasa tenaga kerja;
b> b hutang;
c. pe aran macam-macam biaya.
(4) Bukti ..........
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Bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bernomor urut tercetak.

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi
penerimaan kas/bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup :



a. buku jurnal pengeluaran kas/bank;
b. buku besar pembantu;
c. buku besar pembantu.

(6) Secara periodik buku jurnal pengeluaran kas ditutup dan
diposting ke Buku Besar sesuai dengan rekening yang
terkait .

(7) Setiap akhir periode semua rekening ddlam buku besar
ditutup sebagai dasar menyusun nerac£sal

Bagian Kesembilag
Laporan Keuan
Pasal @;@ @30

(1) Laporan keuangan intern BLUD mrélip t@

. laporan posisi keuaer %
. laporan kinerja ke ‘ (Su@s—Deﬁsit) ;

a
b
c. laporan Arus
d
f

kui ana;

an k gan ;

g. laporan a si jemen sesuai kebutuhan.
Ui

(2) Laporan &e an g@@‘nit usaha yang diselenggarakan
) 1das

ikan dalam laporan keuangan

(3) Le mu laporan keuangan unit-unit pelayanan
itha jmaksud pada ayat (2) dimuat sebagai

1 an an keuangan BLUD.

4) Lapora@uangan BLUD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban keuangan
SKPD/Pemerintah Daerah.

(6) Laporan keuangan BLUD sebagaimana pertanggung
jawaban dana APBD berupa laporan realisasi anggaran,
laporan kinerja operasional, laporan keadaan kas, laporan
pencapaian target RBA definitif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kesepuluh
Kerja Sama
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Pasal 61 &

Untuk meningkatkan kualitas nt1t elayanan

RSUD R. Syamsudin, S.H. Ko um1 f?\kukan kerja
sama dengan pihak lain.

Kerja sama sebagaimana dima o@yat 1) dilakukan
berdasarkan prinsip efi @ S, ekonomls dan

saling menguntungkan
eseb
mu
Pasa@
dibe@a

Prinsip rem n sebagai bentuk penghargaan

kepada \ kar n atas prestasi, dedikasi, loyalitas

dan . ‘ da aktifitas sesuai dengan tingkat

profes u me resiko yang harus diemban dalam
e eselamatan pemberi pelayanan pasien
§§ rja.

Pemberign/diberikan berdasarkan nilai komulatif kerja yang

d1tetapkan berdasarkan kesepakatan seluruh Stakeholder

dengan Keputusan Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H.
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. proporsi besaran yang ditetapkan didasarkan alokasi
yang disekapati dengan menjaga harmonisasi untuk
mempertahankan mutu pelayanan; operasional dan
maintenance serta investasi jangka pendek;



)

b. sumber daya dikelola dalam satu pot, setiap bulan
diberikan tanggal 17 dengan norma yang dipakai
meliputi :

1) plafon minimum yang harus dipenuhi oleh masing-
masing profesi dengan syarat mengikuti paramater
yang ditetapkan;

2) kinerja berbasis prestasi individ
berdasarkan prinsip-prinsip ko

3) penghargaan atas prinsip keb
masing-masing  profesi

1, yang dicapai

keaktifan
dite an oleh

penanggung jawab pr

4) penghargaan atas de@ dan as1 komulatif
yang diberikan kepada pefora atas hasil seleksi
tim 1ndependen d1t n oleh pimpinan

RSUD. R. Syamsu -iw H
Pengaturan lebih 1@1 @ sulk oleh Direktur RSUD R.

Syamsudin, S. H \, 2 u abufii untuk ditetapkan dengan
4 ab @

Bagi @%duabelas
% Bei@ emunerasi

@ Pasal 63

Pejabat ggelola, Dewan Pengawas dan pegawai BLUD
mendapatkan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung
jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon dan atau pensiun.



(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk honorarium.

Bagian Ketigabelas
Faktor-faktor Remunerasi
Pasal 64

(size) dan

1. proporsionalitas, yaitu pertimbangag uk

jumlah aset yang dikelola BLUDsertating layanan;
2. Kkesetaraan, yatu dengan mperhatikan  industri

palayanan sejenis;

@n l@\puan pendapatan

4. I yang@etapkan oleh Walikota
am, euangan, pelayanan mutu

BAgi n@empatbelas
% @orarium
@ i% asal 65
(1) Ho@um wan Pengawas dan unsur pengawas dari
ins

nsur pengawas dari pusat ditetapkan
a 1% dari total pendapatan RSUD. R.

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Sukabumi

BAB XV

TUNTUTAN UMUM



Pasal 83

(1) Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang
tidak disengaja berkaitan dengan institusi, maka RSUD R.
Syamsudin, S.H. bertanggung jawab selama kesalahan yang
dilakukan dalam kerangka melaksanakan tugas.

(2) Apabila tuntutan yang diajukan lah kesalahan
disengaja maupun tidak yang berkaij ngan individu
dan bersifat pidana yang pen di luar
kewenangan institusi, maka RSU sudity/S.H. tidak
bertanggung jawab.

Pemaparan Perat@mer ?fv orporasi (Corporate By Laws)
dan Peratura nal 3@\/{edik (Medical Staf By Laws)
sal 85

Pimpinan @ se@ﬂasa mengupayakan agar Peraturan
Internal ital By Laws) dan Peraturan Internal Staf Medis

(Megt By{Lstys) ini dapat dilihat oleh berbagai pihak-
piha be Q ntingan.
Bagian Kedua
Perubahan Permaparan Peraturan Internal Korporasi (Corporate
By Laws) dan Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staf By
Laws)

Pasal 86

(1) Pimpinan BLUD dapat mengajukan usulan perubahan
Peraturan Internal (Hospital By Laws) dan Peraturan Internal



Staf Medis (Medical Staf By Laws) melalui rapat khusus yang
diselenggarakan untuk itu dan diajukan kepada Walikota
Sukabumi.

(2) Usulan untuk merubah Peraturan Internal (Hospital By
Laws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By
Laws) ini hanya dapat dilaksanakan bila pemberitahuan
tertulis untuk maksud tersebut telah disampaikan kepada

Dewan Pengawas paling lambat tiga min%?u sebelumnya.

Pasal 87
(1) Dewan Pengawas berhak mengyl :erat®l Internal

ghay
Korporasi (Corporate By Laws 53, rafpt:Rhusus yang
diselenggarakan untuk itu ajukan™dan ditetapkan
oleh Walikota Sukabumi. @

Per Internal Korporasi

(2) Usulan untuk meng

(Corporate By Lawg) anya~dapat dilaksanakan bila
pemberitahuan i un’c%l maksud tersebut telah
ggota Dewan Pengawas

disampaikan ke setia@
paling lambat t luh 1‘1\%9 alender sebelumnya.

@ 1 88

(1) Keputus ut Kepala RSUD R. Syamsudin, S.H.
Kota S id impinan lainnya, yang ada pada saat
peraé} 1 korporasi (corporate by laws) ini disahkan,
i ku sepanjang tidak bertentangan dengan
ke an- tuan yang tercantum di dalam ini.

(2) Hospital ws untuk pertama kali ditetapkan oleh Walikota
dan untuk“perubahannya dapat ditetapkan oleh pejabat
yang bertanggung jawab atas pembinaan pelayanan medik
di RSUD. R. Syamsudin, S.H.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemilihan Ketua
Pasal 96



Tata cara pemilihan :

1.

pemilihan ketua komite medik dilakukan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali pada keadaan dimana ketua perlu segera
diganti sesuai hasil rapat pleno khusus untuk itu, dengan
persetujuan Direktur;

setiap staf medik berhak dan menghadiri undangan rapat
pleno;
rapat pleno dinyatakan sah apabila diftadixi minimal dua

pertiga dari seluruh staf medik yang k)

rapat pleno memilih dan mene tiganealon ketua

untuk diajukan kepada Direkty <
direktur menetapkan satu oe ua_terpilih dari hasil
e medik, i

rapat pemilihan ketua komit calon lain yang

dianggap sesuai.
SN

k ad seorang staf medik tetap.
gan jabatan Ketua sebelum masa

oleh

Letu

@ite Medik adalah :

arakan komunikasi yang efektif dan
mewdRjli ‘pendapat, kebijakan laporan, kebutuhan dan
keluhart staf medik serta bertanggung jawab kepada
Governing Board bersama dengan Direktur;

b. menyelenggarakan rapat dan bertanggung jawab atas
semua risalah rapat yang diselenggarakan Komite
Medik;

c. menunjuk Wakil Komite Medik dalam setiap
kepanitiaan di RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang

memerlukan perwakilan dari staf medik;

Dalam h ‘
jabata a@a a kekosongan jabatan tersebut diisi
L
ua




d. menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Governing
Board dan kepanitiaan lainnya;

e. menunjuk dan menetapkan Wakil Ketua, Sekretaris dan
ketua-ketua Sub Komite;

f. menentukan agenda dan jadwal setiap rapat komite
medik.

Bagian Kesepuluh
Sekretaris Komite Medjk
Pasal 98

Sekretaris Komite Medik d1p1 etu thite Medik
Sekretaris Komite Medik ada rang stat medik tetap.
Sekretaris Komite Medlk jawab untuk
mengkoordinasikan gas retariatan Komite
Medik.

Pada Sekretaris I@ Medl 1perbantukan petugas

sekretariat yang d ‘fh;‘ an olefd RSUD. R. Syamsudin, S.H..
e Me@ dalah :

Tugas Sekretaris

a. melakuk beri an kepada semua anggota yang
berha mern, iri rapat-rapat Komite Medik;
b. me

pk @n mengedarkan risalah rapat yang
epa@dlrm yang berhak menghadiri rapat;

tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua

-47 -

Bagian Kesebelas
Sub Komite di Bawah Komite Medik
Pasal 99



Dibawah Komite Medik dibentuk beberapa sub komite
yang terdiri dari :

sub Komite Kredensial;

sub Komite Peningkatan Mutu Profesi;

sub Komite Disiplin dan Tata tertib Profesi Medik;
sub Komite Etika Profesi;

sub Komite Farmasi, Terapi, Alat Ke%ﬁcan dan Alat

caon o

Kedokteran;
c. sub Komite yang akan dltentuka orpite Medik.
Tugas dan fungsi Sub Komite ditetgpkan oleh
komite medik dari waktu k da Rahkan oleh
Direktur.

Katua Sub Komite adalah staf“medi ang dipilih dan
ditetapkan oleh Ketua Ko

Kepengurusan Sub K ter@ ri Ketua, Sekretaris,

dan anggota. Sekr@r an anggdta dipilih langsung oleh
Ketua Sub Komit %

Bila dianggap pe etua omite dapat dibantu oleh
tenaga lain yan. peté uar staf medik.

a gia duabelas

Ra& ite)] i
@ anrapat pleno.

ra omlte med1k dinyatakan sah hanya bila

ite. medik hanya dihadiri oleh anggota atau
pihak lain yang mendapat undangan dari Ketua Komite
Medik.

Setiap anggota komite medik wajib memenuhi undangan
rapat.

Undangan yang berhalangan hadir, harus menyampaikan
surat pemberitahuan tertulis kepada Komite Medik paling
lambat 24 jam sebelum rapat dimulai. Bila dianggap perlu,



1)

Ketua Komite Medik berhak untuk menunjuk
penggantinya.

- 48 -
Bagian Ketigabelas
Rapat Rutin Komite Medik
Pasal 101

Rapat rutin diadakan satu bulan/se j,» pa aktu dan
tempat yang ditetapkan oleh @ i k.
Sekretaris Komite Medik m]@maﬂ(an pemberitahuan
rapat rutin beserta agenda rapa ra anggota yang
berhak hadir paling lam a@‘er]a sebelum rapat
tersebut dllaksanakan %

Rapat rutin dlhadlrbol luruh Sngurus komite medik.
Ketua dapat men 2

Setiap undanga ya v sampaikan oleh sekretarls
Komite Medik @aim >

‘{vs imaksud pada ayat (2) harus
melampirka@

3 a rapat;
an r rapat rutin yang lalu;
i isalah khusus yang lalu.

@%‘Bagian Keempatbelas

apat Khusus Komite Medik
Pasal 102

Rapat khusus komite medik diselenggarakan dalam hal :

a. diperintahkan oleh Ketua;

b. diperintah oleh Direktur ;

c. dermintaan yang diajukan secara tertulis oleh paling
sedikit tiga pengurus komite medik dalam waktu empat
puluh delapan jam sebelumnya;



d. dermintaan Ketua Komite Medik untuk hal-hal yang
memerlukan penetapan kebijakan Komite Medik
dengan segera.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c,

Sekretaris Komite Medik dapat menyelenggarakan rapat

khusus dalam waktu empat puluh delapan jam setelah

diterimanya permintaan tertulis rapat.

Sekretaris Komite Medik menyampaik&n

@
-49 @ em@vﬁ%uan ............
9

ak r@nyebutkan secara
spesifik hal-hal yang—al ibicgrakan dalam rapat
tersebut, dan rapatha hkan bicarakan hal-hal yang
tercantum dalam itah tersebut.

n K elas

@Plen@@aﬁe Medik
@ Riagpl 103
Rapat p o i ik diselenggarakan dua kali satu
tahun, b ‘@
Ra %no jib dihadiri oleh seluruh staf medik.
z@\ di g berhalangan, harus memberitahukan
a n

pemberitahuan

Pemberitahuan rapat k

S

y tertulis kepada ketua, paling lambat 2 x 24
jam sebé%ikn acara dimulai.
Sekretaris ¥Komite Medik menyampaikan pemberitahuan

rapat tahunan secara tertulis beserta agenda rapat kepada
para anggota paling lambat empat belas hari sebelum rapat
terebut dilaksanakan.

Kuorum tercapai bila rapat dihadiri oleh paling sedikit
setengah dari jumlah Pengurus Komite Medik yang berhak
untuk hadir dan memberikan suara, ditambah satu.



(6) Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah
tercapai.

Bagian Keenambelas
Pengambilan Putusan Rapat
Pasal 104

Kecuali telah diatur dalam Hospital Bylaws 1n1,§§ aka:
1. pengambilan  putusan rapat melalui
musyawarah dan mufakat;

2. masing-masing anggota rapa @ Qmempunyai

hak satu suara;

3. dalam hal tidak tercapai mufa putusan diambil
memlaui pemungutan s erd n suara terbanyak
dari anggota yang hadi

4. dalam hal jumlah spa erol alah sama maka Ketua
berwenang mem utus hasﬂ rapat.

1an hbelas

ata Z@nb Rapat
%@ sal 105
Tata tertib mn@edik adalah sebagai berikut :

GG

hanya dgdiri undangan;

2. setiap rapat Komite Medik wajib dihadiri oleh seluruh

Pengurus Komite Medik yang diundang;

hadir tepat waktu;

4. mempersiapkan diri dengan telah membaca agenda rapat
yang telah diberikan;

5. alasan ketidak hadiran dalam rapat harus disampaikan

secara tertulis kepada Ketua, tembusan Direktur;

—_

@



10.

11.

12.

13.

14.

rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau ditunjuk

oleh Ketua Komite Medik;

sebelum rapat  dimulai agenda rapat dan notulen

dibacakan atas perintah Ketua Komite Medik;

setiap peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai

setiap peserta rapat hanya dapat meninggalkan rapat

dengan seijin pimpinan rapat;

bila meninggalkan rapat sebelum acar§\selesai, menulis

surat kepada pimpinan sidang dan d '
<@mbacakan

rapat, dianggap menyetujui hasil ra
hasilnya pada saat akan pe@ rapa @tlap peserta

sekretaris mencatat notulen r
wajib mendengarkan ermat an melakukan

koreksi bila perlu;
@ dalam, prosesnya
has hanya boleh dibuka
nya) persetujuan Direktur;

semua yang terjadi dal
ng nya telah disetujui rapat)
ua omite Medik, semua Staf

maupun hasilnya) bersj
any

(baik sebagian atausell
r@aga ketertiban selama rapat

resume notulen
akan ditempelk

pan santun dalam bersikap dan berbicara;
jong pembicaraan orang lain dan hanya
pada saat gilirannya dipersilahkan pimpinan

berbicara/ ngobrol saat orang lain sedang
berbicara;

e. memperhatikan  dan mengikuti dengan sungguh-
sungguh jalannya rapat;

f. mentaati tata tertib yang ditetapkan pimpinan rapat.

Hal-hal lain yang menyangkut teknis tata tertib rapat akan
ditetapkan oleh Ketua sebelum rapat dimulai.



Bagian Kedelapanbelas
Notulen Rapat
Pasal 106

Untuk kepentingan dokumentasi dan komunikasi hasil rapat
maka perlu adanya ketentuan sebagai berikut :

%. setiap ............
REINS
O

an pada akhir

1. setiap rapat harus dibuat notl@a, dibacigﬁ3
rapat; @

2. semua notulen rapat Ko @ edj @tat oleh Sekretaris
Komite Medik atau penggaqgyiny ditunjuk;

3. notulen akan died%;k

¢pada ua peserta rapat yang

berhak hadir sebelk pat bertkutnya;

4. notulen rapat tidelCPoleh /diyibah kecuali untuk hal-hal
yang berkaitan {{#ngan kéakdratan notulen tersebut;

5. notulen rapat‘Qitatfdata i oleh Ketua Komite Medik dan
Sekretari\KQnite l\@ pada rapat berikutnya, dan
notulen texgebut dibeklakukan sebagai dokumen yang sah;

6. sekret ikan salinan notulen dan daftar hadir

ke byr, paling lambat satu minggu setelah

atanganipleh Ketua dan Sekretaris Komite Medik.

2 BAB II

STAF MEDIK
Bagian Kesatu

Kategori Staf Medik



Pasal 107
Dokter yang dapat melakukan tindakan medik di RSUD. R.

Syamsudin, S.H. Umum Daerah R. Syamsudin,
S.H. terdiri dari :

a. staf Medik RSUD. R. Syamsudin, S.H. Umum Daerah R.
Syamsudin, S.H. yang telah diny: E kan memenuhi

syarat kredensial oleh Komite Medjk;
b. dokter konsultan yang diunddng f@d medical
consultant).

Dokter konsultan yang diun gai%@ dalam ayat
(1) hanya dapat melakukan tindakan medik di RSUD. R.
Syamsudin, S.H. setelah mem uh&at tertentu yang

ditentukan oleh Komite l\@? %
£

Ke

OB
Syar imaag(Staf Medik
asa
Setiap staf : e akan bekerja di RSUD. R.

-~

©)

Syamsu harugtelah memenuhi kualifikasi tertentu
sebagai ipe §%§atkan dalam Hospital Bylaws ini.
Syarat, @ but gaimana dimaksud dalam ayat (1)
dini@e ite Medik melalui Sub Komite Kredensial

n su%l%a cara yang ditetapkan oleh Hospital Bylaws
i

@ 5 (3)Hanya .........

Hanya Staf Medik yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang dapat
diusulkan untuk diberi kewenangan menangani pasien di
RSUD. R. Syamsudin, S.H. Umum Daerah R. Syamsudin,
S.H. sesuai dengan kompetensi dan persyaratan lain yang
ditentukan oleh Komite Medik.



(4) Stat Medik vyang telah memperoleh kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setuju untuk
melaksanakan tindakan medik dalam batas-batas standar
profesi.

(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan
dinilai kembali oleh Komite Medik melalui Sub Komite
Kredensial dengan satu tata cara yang ditetapkan oleh
Hospital Bylaws ini.

Bagian Ketiga @
Tata Cara Krede

'
Pasal 1
(1) Tata cara kredensial diatur s ga1 tertulis dalam
lampiran  tersendiri ARG, M bagian tak
terpisahkan dari perat
(2) Bagi Staf Medik b@r
bulan dan1 (satu

akuka valuasi dalam 3 (tiga)

Iy perta%.
aku e-kredensial setiap 3 (tiga)

@is sebagaimana dimaksud pada

ub Komite Kredensial bersama

uasi Calon Staf Medik sebagaimana
ayat (4) maka Ketua Sub Komite
A erlkan laporan perilaku medis profesional
tan kepada Komite Medik.

Bagian Keempat
Kualifikasi dan Syarat Umum
Pasal 110

Setiap dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 harus :

1. mempunyai Surat Izin Praktek dan Surat Tanda Registrasi
yang masih berlaku;



10.

lolos uji integritas dan perilaku oleh Komite Medik;
memiliki surat penugasan sebagai dokter dan syarat lain
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota
Sukabumi;

bersedia menandatangani surat perjanjian pemberian
pelayanan profesional di RSUD. R. Syamsudin, S.H. Umum
Daerah R. Syamsudin, S.H.;

5. meéRunjukan ..........
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menunjukan  kemampuan n %emberlkan
pelayanan medik yang berku ada

menunjukkan kemauan untu em Hospztal Bylaws
RSUD. R. Syamsudm, A da ical Staff Bylaws,

kebijakan prosedur, o ; rb etentuan RSUD. R.
Syamsudin, S.H. sepytal @ pgan j ategormya,
mematuhi prinsip~ .Qi,s etika'Redokteran;

bebas dari ddaap vy dapat mendiskualifikasi
kemampuanny z berlkan pelayanan akibat
adanya kend 1 maupun perilaku yang dapat
berpengaf N @mpﬂaﬂ, sikap, atau kemampuan
pengampi ep %n;
menu puan untuk bekerjasama dengan
kole a, te Keperawatan, staf penunjang medik,
a ga . R. Syamsudin, S.H. lainnya;
at1 a peraturan-peraturan yang berlaku di
RSUD. yamsudm S.H. Umum Daerah
Syamsu

Bagian Kelima
Kebutuhan Staf Medis RSUD. R. Syamsudin, S.H.
Pasal 111

Setiap permohonan untuk menjadi staf medik RSUD. R.
Syamsudin, S.H. akan dievaluasi, dan dapat dikabulkan
atau ditolak, sejalan dengan kebutuhan RSUD. R.



Syamsudin, S.H. dan kemampuan RSUD. R. Syamsudin,
S.H..

(2) Faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan
kebutuhan RSUD. R. Syamsudin, S.H. sebagaimana
dimaksud dakam ayat (1) disesuaikan dengan master plan
RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang penyusunannya
melibatkan Komite Medik.

(3) Direktur RSUD. R. Syamsudin, S.H.
perjanjian perikatan antara RSUD. K; msudin, S.H.
dengan staf medis setelah dipenuhi r@agaimama
ditetapkan dalam pasal 59 dan 0 s i dengan
kebutuhan RSUD. R. Syamsudi @ @30

(4) Direktur menerbitkan Surat @.\san Perigangkatan dan
penempatan staf medik yang ma baik sebagai
dokter tetap ataupun doktexidak @

n

akan Medik

n menerbitkan

Kewenanga

(1) Setelah mend n an klinis (clinical privilege)

dari Direkt g apkan dengan suatu surat
keputusa% medanya dapat melakukan tindakan

i : éé.p spesialisasi dan kemampuannya
6@1 dalam keadaan darurat, di RSUD. R.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. penugasan ...........

-54 -

a. penugasan klinis biasa sebagai staf medik di RSUD. R.
Syamsudin, S.H.;
b. penugasan klinis sementara sebagai dokter tamu (dokter
tidak tetap), termasuk konsultan tamu.
(3) Penugasan klinis sebagaimana tercantum dalam ayat (1)
hanya diberikan pada dokter yang telah terikat perjanjian



dengan RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang ditetapkan
seteblah memenuhi pesyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Hospital Bylaws ini, sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh Komite Medik dengan menunjuk pada
organisasi profesinya.

Penilaian persyaratan dan jenis tindakan medik untuk
setiap staf medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3

ditetapkan oleh Komite Medik mel Sub Komlte
Kredensial.

Hasil penilaian oleh Sub Komite Kz si agalmana
dimaksud dalam ayat (4) diserahkgiXepad 1te Medik

untuk memperoleh pengesah % @%Q
Komite Medik menyerahka@ pengesahan penilaian
kredensial kepada Direktur. %

3 ng edik

didasarkan pé4da > pen an, pelatihan, pendidikan
Cperigala , unjuk kemampuan termasuk

0%
Penentuan kewel %elakukan tindakan medik

pengamb@lad XFputy sebagaimana tercantum dalam
berkas kredepsial é% idasarkan pada pengamatan kinerja
klinis 3¢ hasil program peningkatan kinerja

enangan klinis dalam sebuah SMF akan
a peraturan dan ketentuan yang berlaku di

SMF m -masing
Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kewenangan Melakukan Tindakan Medik

Pasal 114

Kewenangan untuk melakukan tindakan medik seorang
staf medis di RSUD. R. Syamsudin, S.H. berakhir bila
hubungan hukum antara staf medis dengan RSUD. R.
Syamsudin, S.H. telah berakhir atau penugasan klinis



(clinical privilege) dokter yang bersangkutan dicabut oleh
Direktur berdasarkan usulan Komite Medik

Dalam hal hubungan hukum antara Staf Medis dengan
RSUD. R. Syamsudin, S.H. berakhir maka Direktur
memberikan surat pemberitahuan tentang hal itu kepada
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite

Medik.
Dalam ...........
-55-
Dalam hal seorang Staf Medis di@w ksi@plin maka
ed

setelah melalui rapat khusus ‘% etua Komite
Medik memberikan surat pemberitahuan™tentang hal itu
m

kepada Direktur dengan bu kepada yang
bersangkutan.
n ilan
Pepja Mutu¥élayanan Medik

@ Péal 115
Untuk menjag tu pan medis dilakukan audit
a
ga

medis secar la @ pendidikan kedokteran yang

berkelan n cara yang lazim yang ditentukan
oleh Sub ite . atan Mutu Layanan.
Topik a w ) dan tatacara audit medis ditetapkan

Peningkatan Mutu Layanan.

ingkatan Mutu Layanan melaporkan hasil
n analisisnya secara berkala kepada Komite
kditindaklanjuti.

Komite dis wajib melakukan tindakan korektif yang
dianggap perlu untuk menindaklanjuti hasil audit medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Setiap anggota staf medik wajib menjalani pendidikan
kedokteran berkelanjutan yang substansi dan tata caranya
diatur oleh Sub Komite Peningkatan Mutu Layanan.

Setiap anggota staf medik dalam berinteraksi dengan pasien
harus menerapkan bedside manner.



(7) Sub Komite Peningkatan Mutu Layanan memberikan

laporan kepada Komite Medik mengenai efektifitas,
kewajaran pelayanan medik yang diberikan oleh seluruh
staf medik yang bekerja di RSUD. R. Syamsudin, S.H..

BAB III
TINDAKAN DISIPLIN MEDIK DAN RROSEDUR
PEMERIKSAAN PELANGGARAN DIS AN TATA
TERTIB PROFESI M @

Bagian Kesat
Dasar Tindakan Disiplin dan @ib P%ﬁ Medik
Pasal @

Keadaan dan situasi yang day i kan sebagai dasar
dugaan pelanggaran djsi an etika profesi oleh

seorang staf medik ada ng menyangkut :

a. kompetensi kli
b. tindakan tan ’!‘V seorang pasien termasuk
penatala sebu@kasas di RSUD. R. Syamsudin,

n Hospital Bylaws dan atau Medical
s dal a tertib profesi medik;

obat dan alat kedokteran yang tidak sesuai
r profesi yang ditetapkan Komite Medik;
puan untuk bekerja sama dengan staf

0

o v
@O§F

5

=)

¢
famp
Q.
QO

operasional RSUD. R. Syamsudin, S.H.;
f. hal-hal lain yang oleh Komite Medik sepatutnya
dianggap menyangkut disiplin medik.
Setiap staf medik, dan staf RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang
terkait dengan pelayanan medik wajib memberitahukan
adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Ketua Komite Medik secara tertulis dalam



suatu formulir yang disediakan untuk itu dengan tetacara
sebagai berikut :

a. staf medik menyampaikan formulir pemberitahuan
tersebut kepada Ketua Komite Medik melalui
Koordinator Staf Medik Fungsional yang terkait;

b. staf RSUD. R. Syamsudin, S.H. menyampaikan formulir
pemberitahuan  tersebut  kepada{\ atasan yang
bersangkutan untuk selanjutnya aikan kepada
Ketua Komite Medik melalui Dir

Ketua Komite Medik wajib menefiti m(@n}utl dan

memberikan kesimpulan sert @1 8% poran yang

disampaikan oleh staf medik @af RSU b‘ R Syamsudin,

S.H. yang terkait dengan pelayanan ik sebagaimana

-Q %R}m Sub Komite terkait

dibawah Komite e ntuk neliti menindaklanjuti
setiap laporan seb na digidaksud pada  ayat (3).

Ketua Komite M emb n kes1mpu1an dan putusan
sebagaimana ud ayat (3) berdasarkan hasil
penehtlan da i sub komlte terkait yang dapat

dimaksud pada ayat (2)
Ketua Komite Medik d

berbentu

a. sar ada medlk terkait dan menajamen RSUD.
ms ,S.H,;
fusa k melakukan penelitian lanjutan guna
ne adanya pelanggaran disiplin medik, tata
tertin etik.
Semua pitusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
didokumentasikan secara lengkap oleh Staf Sekretariat
Komite Medik dan diperlakukan secara confidential.
Pengungkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada pihak manapun hanya dapat ditentukan oleh
Direktur setelah memperoleh persetujuan dari Ketua
Komite Medik.



(8) Tata tertib staf medik diatur dalam dokumen tersendiri
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hospital
Bylaws.

Bagian .........
-57-
Bagian Kedua
Penelitian Dugaan Pelanggaran Disiplin dan {&ta Tertib Profesi

Medik

Pasal 117 @:2
(1) Penelitian dugaan pelanggara@plm r(% medik, etika

medik, dan tata tertib dimulai as putusan Ketua
Komite Medik untuk @ neiltian lan]utan
sebagaimana dlmaks lam 66 ayat (5) dan
dilaksanakan oleh b ite te
(2) Sub Komite DlSl aksaglgkan penehtlan berdasarkan
tata cara yang tela tap alam Hospital Bylaws ini.
Ketua Sub Ko ‘,, { 151p1 ényampaikan hasil penelitian
Wdast” ke ketua Komite Medik untuk
Q dgai pu@an Komite Medik yang memuat :

kas@u kejadian;
%

tentang ada atau tidak adanya

Q) i tindakan korektif.

Medik wajib menetapkan putusan

sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dengan
memperhatikan masukan dari Sub Komite lain dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
putusan Sub Komite Disiplin.

(5) Putusan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada Governing Board dan Direktur
dengan tembusan kepada yang bersangkutan dalam waktu




paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya
putusan tesebut untuk segera ditindaklanjuti oleh Direktur.
Bagian Ketiga
Tim Ad-Hoc Penelitian Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Tata
Tertib Profesi Medik
Pasal 118

N

(1) Dalam hal Ketua Komite Klinik menyai®paikan putusan

untuk melakukan penelitian lapjuta sebagaimana
dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) b Komite
: kepada

c@aksud pada ayat
an itian pendahuluan
%iietapkan oleh Komite

, ¢ sidang dalam waktu paling
s erj elah diterbitkannya surat
Agpana dufaksud pada ayat (1).

G

K" atau staf lain yang ditunjuk
Komite Disiplin atau staf lain yang
pin sidang pertama Tim Ad-hoc untuk

Pada Tim™Ad-hoc diperbantukan sekretaris yang ditunjuk

oleh Komite Medik untuk melancarkan persidangan.

(6) Tim Ad-hoc bertugas melakukan pengkajian dan penelitian
atas kasus vyang diterimanya dan melaksanakan
persidangan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan
dalam HBL ini.

(7) Dalam rangka melakukan pengkajian Tim Ad-hoc
berwenang meminta informasi kepada yang terlapor dan



semua pihak di RSUD. R. Syamsudin, S.H.. Termasuk
meneliti rekam medik, bila diperlukan meminta bantuan
pihak lain di luar RSUD. R. Syamsudin, S.H. dengan
persetujuan Komite Klinik

(8) Tim Ad-hoc wajib melaksanakan rapat-rapat persidangan
untuk menyimpulkan memutuskan suatu kasus yang
diserahkan padanya dalam suatu surat kesimpulan yang
ditandatangani oleh Ketua Sub Komit& \Disiplin melalui
suatu putusan yang memuat :

a. ringkasan kasus atau kejadian; @: 2

b. kesimpulan tentang ada a adanfya elanggaran
c. rekomendasi tindakan kor@
merie

(9) Ketua Sub Komite Disiplin rbit surat keputusan
pembubaran Tim Ad; menerima surat
kesimpulan keputusa s erkas per51dangan
secara lengkap sebgga a dimakSud pada ayat (8

(10) Ketua Sub Komi
Ad-hoc kepada

(11) Komite Klini
menentukan

nyerahkan hasil rapat Tim
omi nik untuk ditindak lanjuti.

yele takan rapat khusus untuk
la@ sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) %t @
(12) Putusan, ite &x% isampaikan kepada Direktur RSUD

R. Sya h, S. ta Sukabumi sebagai usulan.

Q Bagian Keempat
Tat a Pe ngan Tim Ad-Hoc Sub Komite Disiplin dan
Q Tata tertib Profesi Medik

Pasal 119

(1) Ketua Tim Ad-hoc membuka persidangan dan menyatakan
sidang tersebut sah setelah kuorum tercapai dan setiap
yang hadir menandatangani daftar hadir.

(2) Kuorum .........
-59 -



(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai bila
rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu
dari jumlah Tim Ad-hoc dan seluruh anggota yang berasal
dari luar RSUD. R. Syamsudin, S.H. hadir.

(3) Tim Ad-hoc melaksanakan persidangan dengan melakukan
pemeriksaan atas kasus tersebut, meminta keterangan dari
berbagai pihak yang dianggap perlu.

(4) Persidangan dilakukan secara tertutup.

(5) Perekaman semua informasi dalam angan hanya
dilakukan oleh tenaga yang dltun]u Klinik.

(6) Tenaga sebagaimana dlmaksud ay(@ adalah
seorang Staf Medik.

(7) Pada setiap akhir persid te ag sebaga1mana
dimaksud pada ayat (5) memba Z@ rekaman sidang

untuk selanjutya

(8) Semua informasi, cata doku ¢y dalam bentuk apapun
diperlakukan secata dan tatacara pemusnahan

(9) Pengungkapa)ds umbagaimana dimaksud pada ayat
un hanya dapat ditentukan oleh
Direktur RS msudin, S.H. Kota Sukabumi setelah
mempgyYplef an Ketua Komite Klinik.

BAB IV
PEMAPA 4@ STATUTA, PERUBAHAN STATUTA, DAN
KETENTUAN PENUTUP
Bagian Kesatu
Pemaparan MSBL
Pasal 120

Pemaparan MSBL dapat dilakukan oleh Komite Klinik atas izin
Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
Bagian Kedua



Perubahan Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staf By Laws) /
MSBL
Pasal 121

(1) Bila dianggap perlu, Komite Klinik mengajukan perubahan
MSBL ini dengan disampaikan kepada Direktur RSUD R.
Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi melalui rapat khusus yang
diselenggarakan untuk itu.

ayat (1) diajukan oleh Direkt D. R. Syamsudin, S.H.
kepada Kepala Daerah untuk p p -@

@@x

o S
(2) Hasil rapat perubahan MSBL @@nan idaksud pada
eta



